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Mengingat :

GUEERNi.iR RIA.tJ

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR  TAHUN 2016

TENTANG

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SE-PROVINSI RIAU MELALUI
SISTEM TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

b.

3.

2.

1.

GUBERNUR RIAU,

bahwa dalam rangka mendukung inovasi guna
mewujudkan pelayanan prima kepada dunia usaha dal
masvarakat serta mensinergikan pelayanan perizinan dal
non perizinan di Provinsi Riau diperiukan suatu sistem
yang terlntegrasi dalam penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubernur
tentang Sinergitas Petizinarr dan Non perizinan
se - Provinsi Riau melalui Sistem Terintegrasi.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentans
Penetapan Undang-Undang Dar-ural Nomor l9 'lahurr
1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tinskat I
Sumatera Baral. Jambi dan Riau {Lembaran Nigara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, ?ambahan Lembaran Neeara
Republik lndonesia Nomor l640);

Undarg-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentans
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Beoas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentans
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi {Lembaran N.gara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g741,
sebagaimana relah diubah dengan Lndang-Unda,rg
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 3I Tahun 2OOq Ieorans pemberanrasci
Tirclak Pidana Korupsi llembarrn N.g-u Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
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B. Peraturan pemerintah Nom

i:i*;#lii;r#trli:1H..:;J.*;"3?_'?"::x.:r:
9. Peraturan presiden Nomor- 

i;ffi 1i#ffii.Hti?h i;_J:"J:";it-,"::?'ff5

" $i:iiaT:t"H:"ff*:-J1?i:ixr% i;-i:x,i::
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gO Taiun 2O1Slenlang PembenLukan produk Uukum Oa.rafr tgeritaNegara Republik Indonesia Tahun 20l5 ",f o-o. iO:ar,-' 
-

12. Peraturan Daerah provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015tentang Sistem pemerintahan Berbasis fetrroiJInformasi dan Keterbukaan (Lembaran o"".ur, ir.rJii
Riau Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINERGITAS PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN SE . PROVINSI NTAU r.APr,Ar,UT SrSiEi.ATERINTEGRASI



BAB I
KE"ENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud denqan :I Provinsi adalah provinsi Riau.
2. Pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi Riau.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di provinsi Riau.
4. Gubernur adaiah Gubernur Riau.
5, Bupati/Walikota adalah Bupatr/ Walikota di provinsi Riau.
6. Sekretaris Daerah adaleh Sekretaris Daerah provinsi Riau.
7. Badan pelayanan perizinar

i*x?Ht:"151yj:i1f;xx'Fli",1l,'1..'#tti:.:,T;y;,#,#t.Iff:
8. Kepala Badan pelayanan pel:irL1l Terpadu provinsi Riau atau sebutan lainyang seianjutnya disebut Kepala gaian provi;si .aliri t<"pat, e.a.r,t elayanan perizinan Terpadu piovinsi Riau.
9. Badan peiayanan perizinan Terpadu Kabupaten/Kota atau sebutan lain yangseianJutnya disebut Badan 

.kuu"put""7xo1u, 
-"J"iJri1."o"" 

pelayananPerizinan Terpadu Kabupaten/Kota.

to ll:li1i !*?" feJayanp perizinan_ Terpadu Kabupaten/Kota atau sebutanlain yang selanjutnya disebut Kepala e"a^" f<rU"f"t""/t<o"t" .a.tut X"p.t.Badan pelayanan perizinan r".paau rauuf,ar.;i;;;.' ", *
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang, Badan Usaha atauBadan Hukum. baik dalam benLuk izjn a""7r,."-r". J?^ 

""
12. Non Perizinan adalah pemberian 

_legalitas kepada seseorang, tsadan Usaltadan Badan Hukum dalam bentuk iekomend'a"i, i^"i" ali.. atau bentukiainnya.

13 Kewenangan adarah hak yang diberikan pemerintah Daerah untukmelakukan atau tidak melakul<an-kepada X"p"f"n"l." p"j ayarran petizrt\anTerpadu sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
14.Data Center adalah seranqkaian 

. 
perangkat sistem kompurer, perangkatkomunikasi, media per.ryimian dati dan kompon"r. t".t;ii yang berfungsiuntuk mendukung aplikasi berbasis internet.

15.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badanusaf* .dan/atau masyarakat, yang dapat iig.,""u"k"'' a.t?m u".i.omu.riL.simelalui internet, yang berupa kode atau "i"rrr.., t ai.ki". y..g l".sif.tunik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam intemet.
16.Sub Domain adalah anal< domain yalg merupakan bagian dari domainutar4a dan digunakan untuk membedakan fungii atau pe;bagan area darisebuah website.

17. Keamanan Sistem Elektronik adalah pengeloiaan keamanan yang bertujuanmercegah, mengatasi dan melindungi "ist"- ereti.orrik dari resikoterjadinya tindakan ilegal, seperti p",lgp[,rruu,,, d"p; ;;;, ;rfsupan danperusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.



18. Manajemen Resiko adalal.r r

I1T,:i.s;,;&ffift'J#T"",f jfi il:hT:f ?.flT',*::,x.:?ffi ::l
$T:ft1.,?::"jiisi 

adanva ancar]ran 
",""' g."gs.^J terhadap rungsi
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BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Maksud peraturan Gubernur
mengimprementas,uu,, 

",.,".**" 
tf 
:J:3:i"iTfi ,*r,l#::1".:*:Riau melalui sistem database terintegrasi antara pemerintah provinsi danPemerintah Kabupatea,/Kota dalam rangka _"_U..ii."' Oll.ranan pnmakepada dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk :

a. memberikan kemudahan pelayanan perizinandan Non perizinan kepadamasyarakat untuk dapat mengakses pelayanan perizinan sesuar aengaotata kelola pemerintahan yang baik;

b. kesinambungan koordinasi
provinsi/kabupaten/kota dalarn
perrzlnan dan non perizinan;

dan kelerpaduan kinerja
pengawasan terhadap penerbitan

c. mewuludkan sistem e-Database pelayanan perizinan dan non penzinan
dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanal perizinan dan
non perizinan; dan

d.meningkatkan kinerja aparatur: provinsi/kabupaten/kota dalam
menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan melalur e_
Database.

Pasal 4

Sinergitas Perizinan dan Non perizinan Se _ provinsi Riau melalui Sistem
Terintegrasi dilaksanakan dengan berasaskan pada:
a. asas transparansi, yaitu membuka ketertibatan Badal provinsi dalBadan Kabupaten/Kota dengan tanggungjawab kine{a

Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melaksanakan e-D"t.b""" perizinan
dan non perizinan yang lerintegrasi:



c.

b. asas.srnergitas, yaitu penyelenggaraan pelayanan meialui e_Databaseperizinaljr dan non perizinan diselenggarakan a""ura t..p.da, arr,rraPemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota; dan

asas. rnovatif, yaitu penyelenggaraan pelayanan meralui e-Databaseperizinan dan non perizinan dalam mendorong tumbuhnyapengembangan kemampuan kinerja Kabupaten/Kota.

BAB III
PENYDLENGGARAAN SISTEM TERINTEGRASI

Pasal 5

(1) Ruang lingkup penyelenggaraan Sinergitas perizinan dan Non perizinan
Se Provinsi Riau melalui Sistem Terintegrasi yaitu pengelolaan sistem e_Database Perizinan dan Non perizinan di gaaan pro"vinsi dan BadanKabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh bidang atau bagran pengelola
slstem e-Database.

(2) Bidang atau bagian pengelola sistem e_Database sebagaimana dimaksudpada ayat (1), mempunyai tugas :

a. menJrusun darr mengembangkan sistem e_Database pelayanan perizinan
dan non perizinar-r;

b menganaiisis kebutuhan sarana dan prasarana sistem e-Database
pelayanan perizinan dan non perjzinan;

c. melaksanakan implementasi aplikasi sistem e_Database dengan
kewenangan yang telah ditetapkan;

d. mengelola dan menjaga keamanan sistem e_Database pelayanan
perizinan dan non perizinan;

e. melalukan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan perangkat sistem e
Database;

f. melaporkan hasil kegiatan kepada masing_masing Kepala Badan.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Sinergitas perizinan dan Non perizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh Badan provinsi.

(2) Badan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring,
pengecekan dan merekap data perizinan dan non perizinal yang telah
diinput oleh Badai Kabupaten/ Kota.

Pasal 7

Ddam penyelenggaraan Sinergitas perizinan dan Non perizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasat S Badan Kabupaten/Kota wajib menginput data
perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan melalui aplikasi sistem e_
Database.



(1) Situs Web Bada4
ketentuan peraturan

Pasal 8

Badan Provinsi dai Badan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam pasal_6 dan pasal Z _uliO -"""."ptan prinsipprinsip koordinasi, integrasi, simprifikasi, aur., 
"i.rr..o.ri"^"i """L. rr".trta arrrharizontal dalam iingkungan masrng-masing.

Pasal 9

(1) Badan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (l) membuatapiikasi sistem e-Database pelayanan perizinan d.r, .o, p".ir-irror,;
(2J Aplikasi sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) menjadi sarana pendukungbagi Badan provinsi dar Badan Kabupaten/Kota ;ala; ;enginput dataperizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan.

Pasal 1O

Provinsi menggunakan nama domain sesuai dengan
perundang-undangan.

(2) Situs Web Badan Kabupaten/Kota menggunakan Sub Domain Badanrrovlnsr.

(3) Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkarr oleh Badan
Provinsi.

BAB IV
PENGEMBANGAN SISTEM TERINTEGRASI

Pasal 1 1

(1) Pengembangan aplikasi sistem e-Database sebagaimana dlmaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) meialui tahapan sesuai dengan standar dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Sistem e-Database menggunakan data center terpusat yang dikelola oleh
Badan Provinsi dan Badan Kabupaten/Kota.

(3) Untuk menjamin beroperasinya sistem e-Database sebagaimana drmaksud
pada ayat (2) Badai provinsi dan Badan Kabupaten/Kota memberi jaminan
keamanan sistem elektronik, menerapkan manajemen resiko, men].usun
SOP, menangani gangguan akses dan melakukan audit pengawasan minimai
sekali dalam setahun;

(4) Pengembangan aplikasi sistem e-Database sebagaimala dimaksud pada ayat
{1} dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga apabila terjadi keterbatasan
sumber daya manusia;

(5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan
oelatihan teknis operasional serta memberi garansi masa pemeliharaan
apiikasi sistem e-Database.



pENGENDALr.iriSot*"r"o"o*"

Pasal 12

(1) Badan Provinsi melakukan pengendalian terhadap pelaksalaan e_Databaseperizinan dan non perizinan yang telah dilal<sanakan Kabupaten/Kota
melaiui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(2)Badan Kabupaten/Kota wajib meiaporkan penyelenggaraan pelayananpenzinarr dan non perrzinan kepada Badan provinsi tJrr-ggai iO (sepuluh)
setiap bulalnya.

(3)Badan Provinsi melaporkar perkembangan penyelenggaraan petayananperizinan dan non perizinan kepada Kementerian latari"i,legeri ta:rggal iO
{sepuluh) setiap bulannya-

{4) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan {3) tercantum
pada lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisah dari peraturan
Gubernur ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAV/ASAN

Pasal 13

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan Sinergitas perizinan dan Non pelizinan
sebagaimala dimaksud da-lam pasal 5 ditakukan oleh Badan provinsi.

{2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metiputl kegiatan
pengembangan sistem, sumber daya manusia dan jaringan kerja,
penginputan data dan saJana dan prasarana.

Pasal 14

(1)Badan Provinsi menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan
perizinan yang telah diterbitkan Badan Kabupaten/Kota dan dapat
mengajukan rekomendasi pecabutan terhadap peti.zinan dan non perizinan
yarlg dijalankan tidak mematuhi ketentuan perundang_undangan kepada
Bupati/Walikota.

(2) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Badan Kabupaten/Kota menyedialan data perizinan dan non perizinan yalg
diterbitkan.

{3) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan perizlnan dan non perizinan
di lingkungan Badar Provinsi dan Badan Kabupaten/Kota dilakukan oleh
atasan lalgsu ng secara berjenjang.



BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

|embialaan yang diperlukan untuk peiaksanaal Sinergitas per1zlnan dan NonPerizinan Se - provinsi Riau melalui Sistem Terintelrasi aiteUa.rkul paaaAnggal'an Pendapatan dan Belar
g1,.'.Beranjao""."r,x"u"p-"",#i"?;"J:l"t:"Jf;:..LTi:TH;""1f ffitrdak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap .orang mengetahuinya, memerintahkan pengundalgan peraturan
Liubernur ini dengan penempatannya dalam Berit. 1""..f Fiorrir,", ei..,.

Ditetapkan di Pekanba.u
pada tanggat

 

a. en"voouulrANDr RAcHMAN

pada tanggal

BEzuTA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR :
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